
Menimbang:

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 139 TAHUN 2025

IENTANG
PEMBIAYAAN KONTRIBUSI IURAN JAMINAN KESEHATAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan
jaminan kesehatan kepada Orang Asli Papua yang
diselenggarakan secara terintegritas dengan prograrn
Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapk€rn Keputusan Gubernur
tentang Pembiayaan Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan
Provinsi Papua Tengah;

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tcntang Otonomi
Khusus lagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O04 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 1'ahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang .... / 2
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Menetapkan :

KESATU :

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
C)tonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahulr 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (I*mbaran Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2O25
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Pembiayaan Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi
Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.

KEDUA:.../3
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pembiayaan Kontribusi Iuran sebagairnana dimaksud dalam
diktum KESATU, diperuntukan bagi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah XII
Papua dan Papua Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Tengalr Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinva

O HUKUM

YULruS MANURUNG, SH,, M.H.
NrP 197606082002 t2tOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepa-la BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masingyang bersangkutan.



I.AMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMoR : 100.3.3.1/ 139 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBIAYAAN KONTRIBUSI IURAN JAMINAN
KESEHATAN PROVINSI PAPUA TENGAH

PEMBIAYAAN K^ONTRIBUSI IURAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 1 97606082002 12 tOO2

NO PEMBIAYAAN BESARAN

(Rp)

1 Kontribusi Iuran Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JK

6.796.800.O00,00

2 Kontribusi Iuran Wajib Pemda Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU)

5.303.200.000,oo

JUMLAH 12.lOO.(}o0.(XX),OO


